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DEI.IGAI{ RAF{IVIAT TUFIAI\i YANG iviAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa Uang Persediaan adalah uang muka kerja d.engan

jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (reuoluing),
hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-
hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung

dan sesuai dengan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaim.ana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ketentuan
batas jumlah sPP-uP dan SPP-GU ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Besaran dan Penatausahaaa Uang Persediaan Bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran 2AI9;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia llomor 1092);

2. Undang-und.ang Nomor 2B Tahun L999 tentang

Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tasrtbahan lembaran Negara Republik Indonesia

iilomor a2E6\;
4. Undang-undang...
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
in<ionesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran iiiegara Repubiik indonesia iriomor aa38j;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2}fi Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang i.iomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun zAM
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ot4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
Feraiuran Femerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2aa7 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l, Tambahan Lembaran

I.iegara Repubiik indonesia i.iomor 5340i;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor !23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45751;

13. Peraturan...



13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraiuran 'Pemerintah i.iomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Stan<iar Peiayanan lviinimai
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 1,5O,

Tambahan Lembaran
Nomor a5B5);

Negara Republik Indonesia

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor L65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);
Feraturan ivlenteri Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 juncto
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2i Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 3101;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
Feraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 20A6
tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun zOrc Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN

PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.IA DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I...



BAB I
KETEI{TUAN UIVIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menja<ii kewenangan Daerah Oionom;

3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya

disingkat dengan SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan <iisetujui iiersama oieh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

6. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uarlg muka ke{a
dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (reuoluing), l:.anya
untuk membiayai kegiatan operasionai kantor sehari-hari yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung;

7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah uang yang
diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak
dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan;

8. Surat Penyediaan Dana yang seianjutnya disingkat SPD aciaiah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan
sebagai dasar penerbitan SPP;

9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran ;

10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
uang muka kerja yang bersifat pengisian kembaii (reuoluing) yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

1 1. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung;

12. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang irersifat mendesak rian ticiak dapat digunakan uniuk
pembayaran langsung dan uang persediaan;

13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang

dokumennya disiapkan oleh PPTK;

14. Surat Perintah ...



14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakanlditerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
r\la 

^ ^Y7fifiUT/\-DI{TU;
15. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan

untuk mendanai kegiatan;
16. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeiuaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan;

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

18. Bilyet Giro yang selanjutnya disingkat BG adalah surat perintah yang

dikeluarkan nasabah kepada pihak bank agar melakukan proses

pemindahbukuan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening lainnya
yang namanya disebutkan di dalam BG.

i9. Kartu detrit aciaiah sebuah kartu pembayaran secara eiektronik yang

diterbitkan oleh bank yang berfungsi sebagai pengganti pembayaran

dengan uang tunai.
2O. Cash Management Sgstem (CMS) adalah jenis jasa layanan pengelolaan

keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan
(perusahaan/lembaga) yang pengelolaan keuangannya langsung melalui
fasilitas online.

BAB II
RUAT{G LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur besaran dan
penatausahaan uang persediaan yang pendanaannya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2OL9;

2. Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai

kegiatan operasional perkantoran;
Uang persediaan hanya diperkenankan untuk membiayai belanja pegawai

denga kode rekening 5.2.1 serta belanja barang dan jasa dengan kode

rekening 5.2.2;
Uang Persediaan diperkenankan untuk membiayai pelayanan dasar

masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib pendidikan, urusan wajib

kesehatan, urusaii wajib l.ampu penei'angaii jaiaii umiifii dait -rirusan

wajib kerjasama pengelolaan sampah;
BAB III...

3.

4.
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BAB III
BESARAII UAITG PERSEDIAAIY

Pasal 3

Pagu DPA-SKPD yang menjadi dasar perhitungan belanja yang diijinkan
diberikan UP adalah akumulasi dari belanja pegawai dan belanja barang dan
jasa pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan penyediaan
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyeciiaan aiat tuiis kantor, penyediaan barang ceta.kan rian
penggandaan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,
penyediaan j asa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran ;

Pagu DPA-SKPD Dinas Pendidikan pada program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun kegiatan penyediaan bantuan opersional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan

satuan pendidikan non-isiam setara SD dan SMP;

Pagu DPA-SKPD Dinas Kesehatan pada program Obat dan Perbekalan

Kesehatan kegiatan penyediaan obat dan bahan medis habis pakai;
Pagu DPA-RSU Rumah Sakit Umum pacia program upaya kesehaian
masyarakat kegiatan pelayanan pasien umum;
Pagu DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup pada program pelayanan

adminsitrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan
perljinan kendaraan dinas/operasional serta pada program
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan kegiatan kerjasama
pengelolaan sampah;
Besaran UP diberikan setinggi-tingginya:
a. I /12 (Satu Per Dua Belas ) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi

beianja yang diijinkan untuk <iiberikan UF <iengan ketentuan untuk
pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah)

diberikan UP maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

b. 1 / lS (Satu Per Delapan Belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi
belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dengan ketentuan untuk
pagu diatas Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sampai

dengan Rp. 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)

diberikan uP maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);
c. | /24 (Satu Per Dua Puluh Empat) dari pagu DPA-SKPD menurut

kiasifikasi beianja yang riiijinkan untuk diberikan UP dengan pagu

diatas Rp. 2.400.000.000 {Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) sampai

dengan Rp. 6.000.000.000 {Enam Miliar Rupiah) diberikan UP maksimal

Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
d. 1130 (Satu Per Tiga Puluh) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi

belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dengan pagu diatas

Rp.6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah) diberikan UP maksimal
Rp.500.000.000,- {Lima Ratus Juta Rupiah).

(7) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk masing-masing
SKPD adalah sebagaimana iercantum pada Lampiran yaiig mei'upakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

BAB IV
PTNA?AUSAHAAN UANG PIRSEDIAAN

Pasal 4

(1) Penerbitan dan pengqjuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara

pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna

anggaranlkuasa pengguna a.nggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka

pengisian UF; {2}Dokur:nen ...

(6)

lr



(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. surat pengantar SPP-UP;

b. ringkasan SPP-UP;

c. rincian SPP-UP;
d. salinan SPD;
e. surat pernyataan ditandatangani oleh pengguna anggaranlkuasa

pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan

SP2D kepada kuasa BUD;
f. surat keterangan pengqfuan SPP-UP;
g. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran.
(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksuci pada ayat (2) diverifikasi oieh

PPK-SKPD sebagai dasar penyusunan SPM-UP untuk ditandatangani
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

(4) SPP-UP dan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada

bendahara umum daerah/kuasa BUD untuk penerbitan SP2D;

(5) Pengisian kembali UP/ganti uang (GU) dapat diberikan apabila dana UP

telah dipergunakan/dipertanggungjawabkan dengan melampirkan
kelengkapan SPJ berikut pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran

sekurang-kurangnya 75 Yo dari riana UP yang <iiterima;

{6) Dalam hal penggunaan UP betum mencapai 75V", sedangkan SKPD yang

bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia,

SKPD dimaksud dapat mengajukan SPP-TU.

Pasal 5

Mekanisme Pencairan dan Penggunaan Uang Persediaan sebagai berikut :

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP yang diajukan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluran yang

diajukan tidak melampaui besaran uang persediaan yang ditetapkan oieh

Bupati dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan;

(2) Dalam hal dokumen SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinSratakan lengkap. kuasa BUD menerbitkan SP2D:

(3) Dalam hal dokumen SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran

tersebut melampaui besaran uang persediaan yang ditetapkan oleh Bupati,
kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D;

(4i Penggunaan Uang Ferseciiaan hanya diberikan untuk pengeiuaran pacia

belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebagai berikut :

a. kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
c. kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
d. kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

e. kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

f. kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
perkantoran;

g. kegiatan penyediaan baniuan opersionai sekolah (tsOsi;

h. kegiatan...



&rr1.

i.
j.

kegiatan obat dan bahan medis habis Pakai;

kegiatan Pe pasien umum;

kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinasl al; dan

k. kegiatan kerjasama pengelolaan sampah'

r""gg;"""" U"ire Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j
h""; diperke[rankan untuk kendaraan perorangan dinas Kepala

Daerah/Wakil i("puf" Daerah, Pimpinan DPRD, Selcretaris Daerah dan

;;;;; dinAs operasional khusus/lapangan vang digrrnakan untuk

pelayanan maEaraxat;
;;;;;""; uh"s persediaan sebagaimana dimaksud pada avat (4)

amkukan melalui mekanisme transaksi non tunai.

irr*.J-t ,ro, I tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan

melalui mekanifm e Chnrmel Pagm.errt, yaitu Bilyet Giro, Ca'sh Managemer*

sgstem(cMs) bfrbasis web lintemet, bankingl, dan Kartu Debet.

il;;kJ- ;;" itunai meralui mekanisme Bilyet Giro dilakukan dengan
I

pengqjuan sur+t permintaan pemindahbukuan kepada unit kantor Prr'

(s)

{6)

(7)

t8)

te)

[""?"s"*ut a$iar dapat ditransaksikan secara non tunai melatrui petugas

;il; / ,*rrboi'*"n dengan meiampirkan surat printah pemindahbukuan

(format *urat
Transaksi non nai melalui mekanisme cash Managenzent sgstem berbasis

web dilakukan dengan pemindahbukuffl dengan pengelolaan keuangan

langsung rnela i fasilitas anline.,
Debit dilakukan dengan

frle etranic Data C aPfite.t10) Transaksi non tunai melalui mekanisme Kartu

pembayaran elektronik melalui alat mesin

BAE V
KTTEHTUAU PEI{U?UP

Peraturan Bupati i$i mulai berlaku

Pasal 6

pada tanggaf diundangkan-

Il-
Agar setiap orang imengetahuinya,- memerint pengundangan Peraturan

Bupati ini dengari$enempatannya Ouf** Berita Daerah Kabupaten Karo'
l

Ditetapkan di Kabanj ahe
pada tanggal 3@Januari 2019

BUPATI KARO,t t\-1)s
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di banjahe
pada tanggal3t .l uari 2019

SEKRETARI KABUPATEN KARO,

KAMP N PUREA

I

t{AB

I

BERITA UPATEN KARO TAHUN 2019 NoMOR 0-3
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